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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat
dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta
selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu kinerja selama Tahun 2013.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Tahun 2013, mempunyai 3 (tiga) program yaitu :
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah berusaha secara maksimal agar
ketiga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penetapan
Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2014 telah kami susun, yang tentunya masih
terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan untuk disampaikan sebagai bahan
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Agung RI.
Kiranya atas kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut, kami mohon saran dan kritik yang
membangun demi kemajuan bersama. Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan memacu kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
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EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinefja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Tahun 2012 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004
tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas
secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Tahun 2013 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi yang melaporkan “Pencapaian
Kinerja" selama Tahun 2013 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2013 Pengadilan
Tinggi Yogyakarta.

Pencapaian target kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2013
telah mencapai 89,19%, yang dapat dilihat dari sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan,
realisasi dan pencapaian target. Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Tahun 2013 mempunyai 3 (tiga)
program yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan instansi vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara

Bidang Yudikatif, Mahkamah Agung RI, yang berkedudukan di ibukota propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang bertugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Banding. Pengadilan
Tinggi Yogyakarta membawahi 5 Lingkungan Pengadilan Negeri yaitu :

1.

2
3.
4.
5

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Bantul

Pengadilan Negeri Wates

Pengadilan Negeri Wonosari

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

kepentingan Peradilan Tingkat Banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi

mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Mahkamah Agung RI serta publik. Untuk itulah,

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat

teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan

sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat

terakomodir.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Pengadilan Tinggi mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili Perkara
Pidana dan Perkara Perdata di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir
sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.
Fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan
(voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan
pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya,
menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara
serta mengkaiji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang

dibantu oleh Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, dan Para

@
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Panitera Muda, yang mana para pejabat tersebut bersifat teknis yang dilaksanakan dibagian
kepaniteraan dan tugas yang bersifat administrasi umum dilaksanakan oleh bagian kesekretariatan,
yakni Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ka Sub Bagian Umum, Ka Sub Bagian Kepegawaian,
Ka Sub Bagian Keuangan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Yogyakarta
disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTARISI
EXECUTIVE SUMMARY
BAB| PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tugas dan Fungsi
C. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
D. Sistematika Penyajian
BABIl PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
B. Rencana Kinerja Tahun 2013
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
BABIV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran
BABV  LAMPIRAN
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Rencana Kinerja Tahun 2013
Penetapan Kinerja Tahun 2013
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Matriks Rencana Strategis Review 2010 — 2014
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BABII
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014
1. VISI DAN MISI
Rencana Stategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi :
Visl
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra
yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan di bawah
Mahkamah Agung, visi Pengadilan Tinggi selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu:
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung *
MIS! :
Untuk mewujudkan visi tersebut peru ditetapkan misi Pengadilan Tinggi sebagai berikut :
—  Menjaga kemandirian badan peradilan
—  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
—  Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
—  Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Tinggi mempunyai 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.
Sasaran dari tujuan di atas yaitu :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan kualitas pengawasan
4, Meningkatnya Kualitas SDM
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung

b. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Sasaran dari tujuan di atas yaitu :
1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

ﬁ
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3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program Utama
Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi

yang telah ditentukan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2010-
2014 sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Kegiatan Pokok
Program tersebut di atas dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok

selama Tahun 2010-2014 yaitu :

a. Meningkatnya penyelesaian perkara .

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
d. Meningkatnya kualitas pengawasan.

e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

f.  Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013
Rencana Kinerja Tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dijelaskan dengan matrik
sebagai berikut :

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian | a. Persentase sisa perkara perdata yang 100%
0
perkara diselesaikan
b. Persentase sisa perkara pidana yan
perkara picana yang | 400 %
diselesaikan
¢. Persentase sisa perkara tindak pidana
g _ P 100 %
korupsi yang diselesaikan
d. Persentase rkara perdata yan
= . Y91 100%
diselesaikan
e. Persentase erkara idana an
p P yang 100 %
diselesaikan
f. Persentase perkara tindak pidana
P P 100 %

korupsi yang diselesaikan

g. Persentase perkara perdata yang
diselesaikan dalam jangka waktu | 100 %

maksimal 6 bulan

m
LAKIP - Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 Hal. 4



h. Persentase perkara pidana yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

100 %

i. Persentase perkara tindak pidana
korupsi yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

100 %

efektifitas
pengelolaan penyelesaian

2. Peningkatan

perkara

a. Persentase berkas perkara perdata yang
diajukan banding yang disampaikan
secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas perkara pidana yang
diajukan banding yang disampaikan
secara lengkap

100 %

tindak
pidana korupsi yang diajukan banding

c. Persentase berkas perkara

yang disampaikan secara lengkap

100 %

d. Persentase berkas perkara perdata yang
diregister dan telah didistribusikan ke
Majelis

100 %

e. Persentase berkas perkara pidana yang
diregister dan telah didistribusikan ke
Majelis

100 %

f. Persentase berkas perkara tindak
pidana korupsi yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis

100 %

3. Peningkatan  aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %

4, Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
ekstemal yang ditindaklanjuti.

100 %

5. Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat
teknis yudisial.

100 %

b. Persentase pegawai yang lulus dikiat
non teknis yudisial

100 %
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6. Peningkatan sarana dan | Persentase  pengadaan sarana dan

100 %
prasana pendukung prasarana pendukung

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan Kinerja Tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dijelaskan dengan
matrik sebagai berikut :

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya penyelesaian | a. Persentase sisa perkara perdata yang —
perkara diselesaikan ’
b. Persentase sisa perkara pidana yan
_ ) g 1= 100 %
diselesaikan
c. Persentase sisa perkara tindak pidana
_ _ 100 %
korupsi yang diselesaikan
d. Persentase perkara perdata yan
p p yang 100 %
diselesaikan
e. Persentase perkara pidana yan
. 3 yans 100 %
diselesaikan
f. Persentase perkara tindak pidana
100 %

korupsi yang diselesaikan

g. Persentase perkara perdata yang
diselesaikan dalam jangka waktu | 100 %

maksimal 6 bulan

h. Persentase perkara pidana yang
diselesaikan dalam jangka waktu | 100 %
maksimal 6 bulan

i, Persentase perkara tindak pidana
korupsi yang diselesaikan dalam jangka | 100 %

waktu maksimal 6 bulan

2. Peningkatan efektifitas | a. Persentase berkas perkara perdata yang
pengelolaan  penyelesaian diajukan banding yang disampaikan | 100 %

perkara secara lengkap

b. Persentase berkas perkara pidana yang
digjukan banding yang disampaikan | 100 %

secara lengkap

c. Persentase berkas perkara tindak
pidana korupsi yang diajukan banding | 100 %

yang disampaikan secara lengkap
M
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d. Persentase berkas perkara perdata yang
diregister dan telah didistribusikan ke
Majelis

100 %

e. Persentase berkas perkara pidana yang
diregister dan telah didistribusikan ke
Majelis

100 %

f. Persentase berkas perkara tindak

pidana korupsi yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis

100 %

3. Peningkatan  aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %

4, Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
ekstemal yang ditindaklanjuti.

100 %

5. Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat
teknis yudisial.

100 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat
non teknis yudisial

100 %

6. Peningkatan sarana dan
prasana pendukung

Persentase pengadaan sarana dan

prasarana pendukung

100 %
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BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 dilakukan dengan cara
membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut :
NO [ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISAS

1. | Meningkatnya a. Persentase sisa perkara
, . . 100 % 100%
penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan

b. Persentase sisa perkara
100 % 100%
pidana yang diselesaikan

c. Persentase sisa perkara
tindak pidana korupsi yang 100 % 0%

diselesaikan

d. Persentase perkara perdata
) ) 100 % 80%
yang diselesaikan

e. Persentase perkara pidana
100 % 93%
yang diselesaikan

f. Persentase perkara ftindak
pidana  korupsi  yang 100 % 100%
diselesaikan

g. Persentase perkara perdata

ang diselesaikan dalam
yang ) 100 % 100%
jangka waktu maksimal 6

bulan

h. Persentase perkara pidana

diselesaikan dalam
e 100 % 100%
jangka waktu maksimal 6

bulan

i. Persentase perkara tindak

id korupsi an
et P ‘y ] 100 % 100%
diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

w
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2. | Peningkatan  efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

a. Persentase berkas perkara
perdata yang diajukan
banding yang disampaikan
secara lengkap

100 %

100%

b. Persentase berkas perkara
pidana yang diajukan
banding yang disampaikan
secara lengkap

100 %

100%

c. Persentase berkas perkara

tindak pidana korupsi yang
diagjukan  banding yang
disampaikan secara lengkap

100 %

100%

d. Persentase berkas perkara

perdata yang diregister dan
telah  didistribusikan ke

Majelis

100 %

100%

e. Persentase berkas perkara

pidana yang diregister dan
telah  didistibusikan ke

Majelis

100 %

100 %

f. Persentase berkas perkara

tindak pidana korupsi yang
diregister  dan telah
didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

3. | Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)

Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses
secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

100 %

100 %

4. | Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti

100 %

0%

b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan ekstenal yang
ditindaklanjuti.

100 %

100 %
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Peningkatan kualitas SDM | a. Persentase pegawai yang
_ . o 100 % 100 %
lulus diklat teknis yudisial.
b. Persentase pegawai yang
lulus diklat non teknis 100 % 100 %
yudisial
6. Peningkatan_ sarana dan | Persentase pengadaan sarana
100 % 100 %
prasana pendukung dan prasarana pendukung
RATA-RATA 89, 19%

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA
Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada akhir Tahun 2013 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat dari sasaran dan target yang telah ditentukan

dengan capaian hasilnya yaitu sebagai berikut :

1.

Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk
mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 9 (sembilan) indikator, yaitu Persentase sisa
perkara perdata yang diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan,
Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata
yang diselesaikan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan, Persentase perkara tindak
pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :

Target Realisasi | Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja 2013 2013 2012 2011
% % % %
a. Persentase sisa perkara
100 100 100 100
perdata yang diselesaikan
b. Persentase  sisa  perkara
100 100 100 100
pidana yang diselesaikan
c. Persentase sisa  perkara
tindak pidana korupsi yang 100 0 - -
diselesaikan

e ———————
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d. Persentase perkara perdata
_ _ 100 80 77 62
yang diselesaikan
e. Persentase perkara pidana
. . 100 93 90 93
yang diselesaikan
f. Persentase perkara tindak
pidana korupsi yang 100 100 - .
diselesaikan
g. Persentase perkara perdata
yang diselesaikan dalam
) _ 100 100 100 100
jangka waktu maksimal 6
bulan
h. Persentase perkara pidana |
yang diselesaikan  dalam
. . 100 100 100 100
jangka waktu maksimal 6
bulan
I. Persentase perkara tindak
idana korupsi an
piaana. TS YIS 400 100 100 100
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi

Yogyakarta sebagai berikut :
a.  Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Persentase
Tahun Sisa Tahun Lalu Penyelesaian %
2011 42 42 100
2012 33 33 100
2013 22 22 100

M
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Persentase sisa perkara perdata
yang diselesaikan

100

0 —
w2011
i 1w 2012 |
0 " 2013
20 =
D .// ‘
2012 2013
b.  Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
2011 11 11 100
2012 8 9 100
2013 10 10 100
i Persentase sisa perkara pidana |
yang diselesaikan !'
100 _ |
80 | : |
P ' =201
0T 10y 2012
40 — #2013 |
20 ,.-’/. !
! 0
{ 2012 2013
c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan
Tahun - Sisa Tahun Lalu Penyelesaian %
2013 0 0 0%
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Keterangan :

Persentase sisa perkara tipikor

yang diselesaikan |
: — |
=201 |
. — = 2012 |
. = ®2013 ‘
0 - f.. =i
2012 2013

Pencapaian pada sasaran ini sebesar 0 % dikarenakan tidak ada sisa perkara tindak
pidana korupsi (Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi baru terbentuk pada tahun 2013).

d.  Persentase perkara perdata yang diselesaikan

Tahun | SisaTahun | Masuk | Putus | SisaAkhir | Persentase
~ Lalu Tahun %
2011 42 87 96 33 62
2012 33 97 108 22 77
2013 22 118 113 27 80
Persentase perkara perdata
yang diselesaikan
| R — i
100 : . 2 |
| | = 2011
60 | = —
| 2012 |
i 40 i m 2013
| 20 o _ |
|
0 |l n B e, S |
2011 2012
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e.  Persentase perkara pidana yang diselesaikan

Tahun Sisa | Masuk | Putus | Putus | Cabut | Sisa Akhir | Persentase
Tahun Sela Tahun %
Lalu
2011 11 152 163 - 1 9 93
2012 9 123 120 2 - 10 90
2013 10 142 142 - - 10 93
‘ Persentase perkara pidana |
| yang diselesaikan |
| |
| J— N e |
| 100 | = =
I ' |
2] m2011 |
507 @ - a 2012 |
w0 w2013 |
i 20 | % = == =
Z (| P— E—
| 2011 2012 2013
Keterangan :

Penyelesaian Perkara baik perkara perdata dan pidana belum dapat mencapai 100%
dikarenakan banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 maka dalam
penyelesaiannya akan menjadi sisa perkara dalam akhir bulan atau akhir tahun. Dan
sisa perkara tersebut akan selesai di awal tahun berikutnya.

f.  Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan

Tahun Sisa Tahun | Masuk | Putus | SisaAkhir | Persentase
Lalu Tahun %
2013 0 38 38 0 100

e —
LAKIP - Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013

Hal. 14




Persentase perkara tipikor
yang diselesaikan
100 _
80 i' ."..- o N o B B - o R | .
gy g T 2012
40 : ——— — (- = 2013
0 S oy
| 0 ]. : - - _o _— = — 7 o
| 2011 2012 018 |
_ I | 8 I_SN i |
Keterangan :

Pengukuran penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan secara
terpisah pada tahun 2013 seiring dengan terbentuknya Kepaniteraan Tipikor. Untuk
tahun sebelumnya, masih menjadi satu dengan perkara pidana (Kepaniteraan Pidana).

Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6

g.
bulan
Tahun | SisaTahun | Masuk | Putus | Diselesaikan | Persentase
waktu
| - bulan
2011 42 87 % % 100
2012 33 97 108 108 100
| 2013 22 118 113 113 100
. _
r| Persentase perkara perdata
| yang diselesaikan dalam jangka waktu |
f maksimal 6 bulan |
| - - II
— |
[
T |
[ =011 |
2012 |
o 2013 |
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h.  Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6

bulan

_ 1 1 ‘_\. ...-i........r..., '.-‘:,'_.'... J [ 153 ot b __ :
2012 9 123 120 2 - 120 100
2013 10 142 142 - - 142 100

Persentase perkara pidana
yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

80 -

#2011
o 2012
40 - #2013
2 -
0 . .

2011 2012 2013

i.  Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

= ,_. St -. G Py ....._._':L..... - . cnrind DR e ._ =2y bt 10 ARSI
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Persentase perkara tipikor
yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

100

0
0 m 2011

2012

40 2013 |

20 - — ¢

2011 2012 2013

Keterangan :
Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

2. Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan
Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk
mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator yaitu Persentase berkas
perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas
perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap , Persentase berkas
perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap,
Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis,
Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis,
Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke
Majelis.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai

berikut :
Target Realisasi | Realisasi | Realisasi
Indikator Kinerja 2013 2013 2012 2011
% % % %

a. Persentase berkas perkara
erdata yang diajukan bandin
percata yang €l I 100 100 100 100
yang disampaikan  secara

lengkap

e ——
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. Persentase berkas perkara
pidana yang diajukan banding
yang disampaikan  secara
lengkap

100

100

100

100

. Persentase  berkas perkara
tindak pidana korupsi yang
diajukan banding yang

disampaikan secara lengkap

100

100

100

100

. Persentase  berkas perkara
perdata yang diregister dan
telah didistribusikan ke Majelis

100

100

100

100

. Persentase berkas perkara
pidana yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis

100

100

100

100

Persentase  berkas perkara
tindak pidana korupsi yang
diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis

100

100

100

100

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara

lengkap
: Persentase
Tahun Masuk Dinyatakan lengkap %
2011 87 87 100
2012 97 97 100
2013 118 118 100
Hal. 18
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80 -

100

40

Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara

lengkap

- Tahun Masuk Dinyatakan lengkap %

2011 152 E 100
2012 123 123 100
2013 142 142 100

Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang

disampaikan secara lengkap

2011

2012 2013

= 2011
2012
m 2013

c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang

disampaikan secara lengkap

07 __ e Persentase
Tahun Masuk Dinyatakan lengkap %
2013 38 38 100
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f Persentase berkas perkara tipikor yang diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap

100 = =

80 —

= 2011
) 2012
40 e ® 2013

60 -

20

0

2011 2012

Keterangan :
Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke

Majelis.

S — T ———

o | Mesk | ok | e

| ke Majes |
2011 87 87 ™ 100
2012 97 97 100
2013 118 118 100

Persentase berkas perkara perdata yang diregister
dan telah didistribusikan ke Majelis

m 2011
2012
m 2013

W
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e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke

Majelis.
B - | Di register dan T
Tahon | Masuk | didistibusikan bl
. %
ke Majelis
2011 162 152 100
2012 123 123 100
2013 142 142 100
‘ Persentase berkas perkara pidana yang diregister
' dan telah didistribusikan ke Majelis
L 100
80 - -
= 2011
°1T. 00 2012
40 + e = 2013
. 20 e
; 0 +£ - i e
l 2011 2012

f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah

didistribusikan ke Majelis.

Di register dan
Tahun Masuk didistribusikan ¥
ke Majelis
2013 38 ' 38 100

Persentase berkas perkara tipikor yang diregister

dan telah didistribusikan ke Majelis
C 100 | -
80 -
m 2011
& a 2012
40 —_— = 2013
2 —
0 s T .. E
|
2011 2012 ‘

M
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Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013.

3. Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta terintegrasi dengan fungsi-

fungsi lembaga peradilan, dapat diakses melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu

direktori perkara.. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini

meliputi 1 (satu) indikator, yaitu Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai

berikut :
Target | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Indikator Kinerja 2013 | 2013 2012 2011
% % % %
Persentase putusan perkara yan |
P P ¥ 100 100 100 100
dapat dipublikasikan
Persentase amar putusan perkara
yang dapat diakses secara online
[
100 i
Fay - |
B m 2011
E 601 7 I m 2012 |
0+ o B w2013 |
201 P I
| 0 L _ o _I B . = -
2011 2012
Hal. 22

LAKIP - Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013



f_lfﬂf na

.Eangoduan finggl Yngyuimrra :

Prrhara Malana
BLFR = . B PR Tk prowa—
|AAEmGRIATT T i
[ samsozs : S
e — == _[iarmamiemm | o el
| ewrmamiE Taa i AR | + —f
lmu :  fon e | tscia o P ]
UL LI A Farpor st a [
I&"M | ysawm maninen [Prve————— s
R AsGIIAYTY | mvmanasimam [ - ¥ |
= - = . | et s b bt P
 DYRSSGEIATT g i Smibnation Kesusdast T (mem
[armizaern — name B e i e ". ey 1
_II WWILIRIAYTE ‘IWNRIW“ P
SLVENILAELT I:m-rmw " B
QUIFMSEIUATT amdwmwm-n | [ 1
[marsaain . |eremmanoisem ot rewatin e
T ImestaTaim N 3 [e——
g lm . - 1 e P 1
12y . T isems st [y——— =y 1
PTTARANT P e - T rskin Padrss Mrbotihs | Prbtrd T e
VIO VA e T it Peis Narbohs | Fubirts -
h"ml?__l_.l s . | ST ARLE 200 1PN W Py T
(LRGN St |zaun5wnnn|ﬁm Frvdak P Wahatiba | Pubitrind TM- |
PAYELSSILAETT LA SR ST — [menm |
AAFERRLIATT | 1t aa Pun

formias
nﬁi'rmgi Yagyukarm

S Lap
NI T
SV AR

[T —

T taeggm 7 -
Segrinrta Regumy Arienad P, B Samn T ey

R T A ehengrra,
Bewtasnia | e Mo o

| sareizmiaey !

| eArmLALAY [nvaamienen

| easmtzniaen arn G L =

BASCACEIASTY raGaE~ - m— e &
AALIZRIARTY ;hﬂmu}un‘_ - e i —
|ummnzm i | Rl e e = T —
lﬂ.fum.hm IJI-?‘Q‘)QIMN- . _l"-m = = i
mu.ﬁuﬂrl 134T AATLPR A Immmn'wuuﬂu
ml_a_m-_ﬂ == ‘Lums_-mnmn = u_-muu

———————
LAKIP - Pengaddan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013

t“’;“""“"‘ e

mwnu«nm
| aam avna s v

VEUPOT G0N o A
LI G201 e et et = a7 T S
preer et Al g Pl

AN 1 RPN

[ s s o s | b b s
ThasoT AR A bt
) s — i _th-.t_ll:-_ =
— Tarctsaeaem = T | gt pergmsetn dad 8 =
Twmmwm = T (e .

Ageria

FERETTEREEA




4. Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua)
indikator, yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan
hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai

berikut .
Target Realisasi | Realisasi | Realisasi
Indikator Kinerja 2013 2013 2012 2011
% % % %
a. Persentase  pengaduan
masyarakat yang 100 0 100 100
ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan  eksternal 100 100 100 100
yang ditindaklanjuti

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

100 |*'

BO;
‘ 2011

" 2012
e 2013

60 f 1w
40

20

2011

Keterangan :
Pengaduan yang masuk pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selalu mendapatkan
perhatian. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan berbagai
jenis penanganannya :
1. Tahun 2011

Pengaduan ada 16, terdiri dari :

- 5 Ditindaklanjuti
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- 2 diperiksa dan terbukti
- 3 Diperiksa dan tidak terbukti, diarsipkan
- 6 Tidak Ditindak lanjuti
- 3 Tidak ditindak lanjuti karena menyangkut substansi perkara dan
perkara masih dalam proses
- 1 Tidak ditindak lanjuti karena Terlapor sudah mutasi
- 1 Tidak ditindak lanjuti karena Pelapor tidak serius dengan
pengaduannya (tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa )
- 1 pengaduan tidak layak ditindak lanjuti
- 2 Didelegasikan ke PN Sleman
- 2 Diteruskan ke BAWAS
- 1 pengaduan karena Perkara telah diputus di tingkat banding kewenangan
untuk memeriksa bukan kewenangan PTY
- 1 pengaduan karena PTY tidak berwenang memeriksa/menindak lanjuti
karena menyangkut substansi perkara dan Ketua Majaelis Hakim telah pindah
ke PN lain
- 1 masih dalam proses (telah diselesaikan)
Tahun 2012
Pengaduan ada : 1
- 1 ditindak lanjuti
Tahun 2013
Pengaduan nihil.
Pencapaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada
tahun 2013 sebesar 0% dikarenakan pengaduan masyarakat pada tahun 2013
nihil (tidak ada pengaduan masuk)

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

' !
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti
100 T
4 - |
| 2011
60 1 100 = 2012
40 - — 2013
20 -

0 ;. 3 — - - — —

2011 2012 2013
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Pencapaian pada sasaran ini dapat mencapai 100% karena semua temuan hasil
pemeriksaan baik dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun Badan
Pemeriksa Keuangan R telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

5. Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Yogyakarta direalisasikan
dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk
mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu persentase pegawai yang
mengikuti diklat teknis yudisial dan persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non
yudisial.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai

berikut :
Target Realisasi Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja 2013 2013 2012 2011
% % % %
a. Persentase pegawai yan
pegRis 100 100 100 100
lulus diklat teknis yudisial
b. Persentase pegawai yan
SRS 100 100 100 100
lulus diklat non yudisial
Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Persentase pegawai yang lulus
diklat teknis yudisial
100 = SR
80 . |
| % u 2011
| = ‘ 100 : I 2012 |
40 . 2013 |
| .
RS -
| 0 & - R P — —
‘ 2012 2013

e T e e P T e e T
e ——————————————————e=
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b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Persentase pegawai yang lulus
diklat non teknis yudisial

1m p .f’,

80

m 2011 |
60 2012
40 2013
20
0 -+

6. Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung
Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta
direalisasikan dengan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu)
indikator, yaitu Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
Sarana dan prasarana terealisasi di tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Meja kerja hakim sebanyak 5 unit
2. Kursi kerja hakim sebanyak 5 unit
3. Almari arsip dan filling cabinet 10 unit
4. Sice sebanyak 2 unit

Persentase pengadaan
sarana dan prasarana pendukung

" 2011
m 2012 .
u2013 |
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Tahun 2013 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta
selama kurun waktu Tahun 2013 yang dituangkan dalam 3 (tiga) program beserta sasaran dan
targetnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi
Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi
Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2013
dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Tahun 2013 ini secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian target
sasaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebesar 89,19%.

B. SARAN
a Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 diharapkan agar terwujud suatu
langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai
institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat
dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan terlaksana apabila
unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram
secara komprehensif dan akuntabel.
Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2013 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi
Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian
Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

Yogyakarta, Februari 2014

Panitera / Sekretaris
karta Pengadilan Tinggi Yogyakarta

o Oy

| ¢ SUGEWE ACHMAD YUDHI, SH <L H. ARDANI, SH.MH
":"---.:k_:..Ni'Pf/ 9471108 197407 1 001 NIP. 19620617 198211 1 001

M
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BABV
LAMPIRAN

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Rencana Kinerja Tahun 2013

Penetapan Kinerja Tahun 2013

Pengukuran Kinerja Tahun 2013

Matriks Rencana Strategis Review 2010 — 2014

LI I

- ____ — " - _____]
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PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

JI. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
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SURAT KEPUTUSAN

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR :W13.UA24SK/VIII2013
TENTANG

REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGG! YOGYAKARTA

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

10.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2005 - 2009, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014 maka
Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu meninjau kembali atau mereview
untuk penyempumaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,
Struktur Organisasi, dan Tata Kerja

Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tenlang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara
Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja.

Hasil Rapat Tanggal tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama
(IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Yogyakarta Tahun 2010 - 2014 ;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta,
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2013.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan

ini, Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta diberikan tugas
untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : Yogyakarta
anggal : 27 Agustus 2013

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya penyelesaian | a. Persentase sisa perkara perdata | Perbandingan sisa perkara perdata yang | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
perkara yang diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara yang | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan

harus diselesaikan
. Persentase sisa perkara pidana | Perbandingan sisa perkara pidana yang | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
yang diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara yang | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
harus diselesaikan
. Persentase sisa perkara tindak | Perbandingan sisa perkara tindak pidana | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
pidana korupsi yang diselesaikan korupsi yang diselesaikan dengan sisa | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
perkara yang harus diselesaikan
. Persentase perkara perdata yang | Perbandingan perkara perdata yang | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
diselesaikan diselesaikan dengan perkara yang akan | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
diselesaikan (saldo awal dan perkara yang
masuk)
. Persentase perkara pidana yang | Perbandingan perkara pidana yang | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
diselesaikan diselesaikan dengan perkara yang akan | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
diselesaikan (saldo awal dan perkara yang
masuk)
. Persentase perkara tindak pidana | Perbandingan perkara tindak pidana | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
korupsi yang diselesaikan korupsi yang diselesaikan dengan perkara | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
yang akan diselesaikan (saldo awal dan
perkara yang masuk)
. Persentase perkara perdata yang | Perbandingan perkara perdata yang | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
diselesaikan dalam jangka waktu | diselesaikan dalam jangka waktu maksimal | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan

maksimal 6 bulan

6 bulan dengan perkara yang harus
diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan
(diluar sisa perkara)




. Persentase perkara pidana yang | Perbandingan perkara pidana yang | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
diselesaikan dalam jangka waktu | diselesaikan dalam jangka waktu maksimal | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
maksimal 6 bulan 6 bulan dengan perkara yang harus

diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan
(diluar sisa perkara)

i. Persentase perkara tindak pidana | Perbandingan perkara tindak pidana | Hakim Majelis Laporan Bulanan dan
korupsi yang diselesaikan dalam | korupsi yang diselesaikan dalam jangka | Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
jangka waktu maksimal 6 bulan waktu maksimal 6 bulan dengan perkara

yang harus diselesaikan dalam waktu lebih

dari 6 bulan (diluar sisa perkara)
Peningkatan efektifitas | a. Persentase berkas perkara perdata | Perbandingan antara berkas perkara | Kepaniteraan Laporan  Bulanan
pengelolaan penyelesaian yang diajukan banding vyang | perdata yang diajukan banding yang dan Laporan
perkara disampaikan secara lengkap lengkap dengan jumlah berkas perkara Tahunan

perdata yang diajukan banding

. Persentase berkas perkara pidana | Perbandingan antara berkas perkara pidana | Kepaniteraan Laporan  Bulanan
yang diajukan banding yang | yang digjukan banding yang lengkap dan Laporan
disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas perkara pidana yang Tahunan

diajukan banding

. Persentase berkas perkara tindak | Perbandingan antara berkas perkara tindak | Kepaniteraan Laporan  Bulanan
pidana korupsi yang diajukan | pidana korupsi yang diajukan banding yang dan Laporan
banding yang disampaikan secara | lengkap dengan jumlah berkas perkara Tahunan
lengkap tindak pidana korupsi yang diajukan

banding

. Persentase berkas perkara perdata | Perbandingan antara berkas perkara | Kepaniteraan Laporan  Bulanan
yang diregister dan felah | perdata  yang diteima Kepaniteraan dan Laporan
didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang didistribusikan Tahunan

ke Majelis

. Persentase berkas perkara pidana | Perbandingan antara berkas perkara pidana | Kepaniteraan Laporan  Bulanan
yang diregister dan telah | yang diterima Kepaniteraan dengan berkas dan Laporan
didistribusikan ke Majelis perkara yang didistribusikan ke Majelis Tahunan




f. Persentase berkas perkara tindak | Perbandingan antara berkas perkara tindak | Kepaniteraan Laporan Bulanan
pidana korupsi yang diregister dan | pidana korupsi yang diterima Kepaniteraan dan Laporan
telah didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang didistribusikan Tahunan

ke Majelis
Peningkatan aksesibilitas | Persentase (amar) putusan perkara | Perbandingan amar putusan perkara tindak | Kepaniteraan/Kesekretariatan | Laporan Bulanan
masyarakat terhadap peradilan | (yang menarik perhatian masyarakat) | pidana korupsi yang ditayangkan di web dan Laporan
(acces to justice) yang dapat diakses secara on line | site dengan jumlah perkara tindak pidana Tahunan

dalam wakiu maksimal 1 har kerja | korupsi yang tidak ditayangkan

sejak diputus.

Meningkatnya kualitas | a. Persentase pengaduan masyarakat | Perbandingan jumlah pengaduan yang | Ketua Pengadilan & Pan/Sek | Laporan Bulanan
pengawasan yang ditindaklanjuti ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur dan Laporan
peradilan (teknis dan non teknis) dengan Tahunan
jumlah pengaduan yang dilaporkan

b. Persentase temuan hasil | Perbandingan jumlah temuan yang | Ketua Pengadilan & Pan/Sek | Laporan  Bulanan
pemerksaan  ekstenal  yang | ditindaklanjuti dengan jumiah temuan yang dan Laporan
ditindaklanjuti. dilaporkan Tahunan

Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus | Perbandingan antara SDM Teknis yang | Ketua Pengadilan & Pan/Sek | Laporan Bulanan
diklat teknis yudisial. lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Perikanan, dan Laporan
HAM, dan lain-lain dengan jumlah yang Tahunan
mengikuti diklat
b. Persentase pegawai yang lulus | Perbandingan antara SDM Non teknis yang | Ketua Pengadilan & Pan/Sek | Laporan  Bulanan
diklat non teknis yudisial lulus/bersertifikat diklat ~ Kepemimpinan, dan Laporan
Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dan Tahunan
lain-lain dengan jumlah yang mengikuti
diklat
Peningkatan  sarana  dan | Persentase pengadaan sarana dan | Perbandingan antara pengadaan sarana | Ketua Pengadilan & Pan/Sek | Laporan  Bulanan
prasarana pendukung prasarana pendukung dan prasarana yang terealisasi dengan yang dan Laporan
direncanakan Tahunan




RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya a. Persentase sisa perkara perdata yang 100 %
penyelesaian perkara diselesaikan
b. Persentase sisa perkara pidana yang 100 %
diselesaikan

c. Persentase sisa perkara tindak pidana 100 %
korupsi yang diselesaikan

d. Persentase  perkara  perdata  yang 100 %
diselesaikan

e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 100 %

f. Persentase perkara tindak pidana korupsi 100 %
yang diselesaikan

g. Persentase  perkara perdata  yang 100 %
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6
bulan

h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 100 %
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

i. Persentase perkara tindak pidana korupsi 100 %
yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

2. Peningkatan  efekiifitas | a. Persentase berkas perkara perdata yang 100 %
pengelolaan penyelesaian |  diajukan banding yang disampaikan secara
perkara lengkap

b. Persentase berkas perkara pidana yang 100 %
digjukan banding yang disampaikan secara
lengkap

c. Persentase berkas perkara tindak pidana 100 %
korupsi yang diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap

d. Persentase berkas perkara perdata yang 100 %
diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

e. Persentase berkas perkara pidana yang 100 %
diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

f. Persentase berkas perkara tindak pidana 100 %
korupsi yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis




Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)

Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1

100 %

hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya  kualitas | a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100 %
pengawasan ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100 %
ekstemnal yang ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM | a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis 100 %
yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non 100 %
teknis yudisial
Peningkatan sarana dan | Persentase pengadaan sarana dan prasarana 100 %

prasana pendukung

pendukung




PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

korupsi yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya . Persentase sisa perkara perdata yang 100 %
penyelesaian perkara diselesaikan

. Persentase sisa perkara pidana yang 100 %
diselesaikan
. Persentase sisa perkara tindak pidana 100 %
korupsi yang diselesaikan
. Persentase  perkara  perdata yang 100 %
diselesaikan
. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 100 %
. Persentase perkara tindak pidana korupsi 100 %
yang diselesaikan
. Persentase  perkara  perdata  yang 100 %
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6
bulan
. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 100 %
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
. Persentase perkara tindak pidana korupsi 100 %
yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
2. Peningkatan  efekiifitas | a. Persentase berkas perkara perdata yang 100 %
pengelolaan penyelesaian diajukan banding yang disampaikan secara
perkara lengkap
. Persentase berkas perkara pidana yang 100 %
diajukan banding yang disampaikan secara
lengkap
. Persentase berkas perkara tindak pidana 100 %
korupsi yang digjukan banding yang
disampaikan secara lengkap
. Persentase berkas perkara perdata yang 100 %
diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
. Persentase berkas perkara pidana yang 100 %
diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
. Persentase berkas perkara tindak pidana 100 %




Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)

Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1

100 %

hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya  kualitas | a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100 %
pengawasan ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100 %
ekstemal yang ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM | a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis 100 %
yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non 100 %
teknis yudisial
Peningkatan sarana dan | Persentase pengadaan sarana dan prasarana 100 %

prasana pendukung

pendukung




PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2013

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Meningkatnya
penyelesaian perkara

a. Persentase sisa  perkara

perdata yang diselesaikan

100 %

100%

. Persentase  sisa  perkara

pidana yang diselesaikan

100 %

100%

. Persentase sisa perkara tindak

pidana korupsi yang
diselesaikan

100 %

0%

. Persentase perkara perdata

yang diselesaikan

100 %

80%

. Persentase perkara pidana

yang diselesaikan

100 %

93%

. Persentase perkara tindak

pidana korupsi yang
diselesaikan

100 %

100%

. Persentase perkara perdata

yang diselesaikan  dalam
jangka waktu maksimal 6
bulan

100 %

100%

. Persentase perkara pidana

yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6
bulan

100 %

100%

i. Persentase perkara tindak

pidana korupsi yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan

100 %

100%

Peningkatan efekiifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

. Persentase berkas perkara

perdata yang diajukan banding
yang disampaikan secara
lengkap

100 %

100 %

. Persentase berkas perkara

pidana yang diajukan banding
yang disampaikan secara
lengkap

100 %

100 %




c. Persentase berkas perkara
tindak pidana korupsi yang
diajukan  banding  yang
disampaikan secara lengkap

100 %

100 %

d. Persentase berkas perkara
perdata yang diregister dan
telah didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

e. Persentase berkas perkara
pidana yang diregister dan
telah didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

f. Persentase berkas perkara
tindak pidana korupsi yang
diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)

Persentase  (amar)  putusan
perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses
secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

100 %

100 %

Meningkatnya kualitas
pengawasan

a. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

0%

b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan ekstemal yang
ditindaklanjuti.

100 %

100 %

Peningkatan kualitas SOM

a. Persentase pegawai yang lulus
diklat teknis yudisial.

100 %

100 %

b. Persentase pegawai yang lulus
diklat non teknis yudisial

100 %

100 %

Peningkatan sarana dan
prasana pendukung

Persentase pengadaan sarana
dan prasarana pendukung

100 %

100 %




MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS REVIEW 2010 - 2014.

Tujuan 1. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.
2. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
TARGET KINERJA
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 2010 011 2012 013 5014
1. | Meningkatnya  penyelesaian | a. Persentase sisa perkara perdata yang 100% 100%
perkara diselesaikan
. Persentase sisa perkara pidana yang 100% 100%
diselesaikan
. Persentase sisa perkara tindak pidana 100% 100%
korupsi yang diselesaikan
. Persentase perkara perdata yang 100% 100%
diselesaikan
. Persentase perkara pidana yang 100% 100%
diselesaikan
. Persentase perkara tindak pidana 100% 100%
korupsi yang diselesaikan
. Persentase perkara perdata yang 100% 100%
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
. Persentase perkara pidana yang 100% 100%

diselesaikan dalam jangka wakiu
maksimal 6 bulan




i. Persentase perkara tindak pidana

korupsi yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

100%

Peningkatan
pengelolaan
perkara

efektifitas
penyelesaian

. Persentase berkas perkara perdata

yang diajukan  banding yang
disampaikan secara lengkap

100%

100%

. Persentase berkas perkara pidana

yang diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap

100%

100%

. Persentase berkas perkara tindak

pidana korupsi yang diajukan banding
yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

. Persentase berkas perkara perdata

yang diregister  dan telah
didistribusikan ke Majelis

100%

100%

. Persentase berkas perkara pidana

yang diregister  dan telah
didistribusikan ke Majelis

100%

100%

. Persentase berkas perkara tindak

pidana korupsi yang diregister dan
telah didistribusikan ke Majelis

100%

100%




Peningkatan aksesibilitas | Persentase (amar) putusan perkara (yang 100% 100%
masyarakat terhadap peradilan | menarik perhatian masyarakat) yang dapat
(acces to justice) diakses secara on fine dalam wakiu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kualtas | a. Persentase pengaduan masyarakat 100% 100%
pengawasan yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100% 100%
eksternal yang ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat 100% 100%
teknis yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat 100% 100%
non teknis yudisial
Peningkatan  sarana  dan | Persentase pengadaan sarana dan 100% 100%

prasarana pendukung

prasarana pendukung




RENGADIEANITINGGIAYOGYAKARTA
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